BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 367, 2016 KEMENDAG. SIUP. TDP. Penerbitan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 77 /M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SECARA SIMULTAN
BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu perusahaan
perdagangan yang akan memulai wusahanya, perlu
mempercepat dan mempermudah proses pelayanan
penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda
Daftar Perusahaan secara simultan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan
beberapa  ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda
Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan
Perdagangan;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin
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Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan

secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

S. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal ;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
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Usaha Perdagangan;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor
116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1999);

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan
Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan,;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
77/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
SECARA SIMULTAN BAGI PERUSAHAAN PERDAGANGAN.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara
Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 3

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) diajukan oleh Pengurus, Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan atau Pihak Ketiga kepada
Pejabat Penerbit secara simultan dengan mengisi
formulir permohonan SIUP dan TDP.

(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Peraturan Menteri ini.

(3) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus ditandatangani oleh Pengurus atau
Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas
materai cukup.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh Pihak Ketiga,
wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai
cukup dan ditandatangani oleh Pengurus

atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

(1) Pejabat Penerbit menerbitkan SIUP dan TDP secara
simultan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya permohonan secara
lengkap dan benar.

(2) SIUP dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam dokumen terpisah dengan format
SIUP dan format TDP yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Perdagangan mengenai SIUP dan
Peraturan Menteri Perdagangan mengenai TDP.

(3) Dalam hal permohonan dinilai belum lengkap dan

benar, Pejabat Penerbit membuat surat penolakan
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